RAPAT PARIPURNA, PJ GUBRI SAMPAIKAN RANPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD RIAU 2023

Sumber gambar:
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Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto menyampaikan Rancangan Peraturan daerah
(Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi Riau tahun anggaran 2023. Ranperda tersebut disampaikannya saat Rapat
Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Riau.

SF Hariyanto mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya menjaga
konsistensi dalam melaksanakan perbaikan dan peningkatan kualitas terhadap berbagai program
dan kegiatan pembangunan serta memastikan keselarasan kegiatan yang telah disusun.

Lanjutnya, terutama terhadap visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019-2024. Dimana
sasaran pembangunan lebih mengutamakan skala prioritas dengan memperhatikan perspektif
lingkungan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

"Pembangunan merupakan aktivitas multidimensi yang meliputi proses perencanaan
pelaksanaan dan pengendalian yang terukur terhadap kebutuhan masyarakat sebagai bentuk dari
tanggungjawab,"” kata SF Hariyanto.

"Dengan demikian yang menjadi sasaran pembangunan pada akhirnya bermuara pada
Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia (Riau Bersatu),"
imbuhnya.
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la menjelaskan bahwa laporan keuangan. Pemerintah Provinsi Riau telah melewati
review oleh Inspektorat Provinsi Riau, selanjutnya disampaikan kepada DPRD Provinsi Riau.
Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tentu bukan akhir dari suatu pencapaian
namun lebih dari pada jalinan dari berbagai proses yang berkesinambungan pada kegiatan
pengelolaan keuangan daerah.

"Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Riau tetap berupaya memegang komitmen yang
kuat terhadap kualitas laporan keuangan sehingga azas reliabilitas, akuntabilitas laporan
keuangan tetap terjaga,” terangnya.

Di hadapan dewan yang terhormat serta tamu undangan yang hadir, Pj Gubernur Riau
menyampaikan secara rinci pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun
anggaran 2023.

Mantan Pejabat Kementerian PU Republik Indonesia itu juga mengungkapkan bahwa
setelah memperhatikan laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau atas laporan
keuangan tahun 2023 maka Pemprov Riau memprioritaskan urusan wajib dengan tujuan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

"Serta memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dengan membentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak seperti
pengembangan sistem dan jaminan sosial,” bebernya.

Kepada DPRD Provinsi Riau, SF Hariyanto berharap agar rancangan peraturan daerah
Provinsi Riau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 dapat diagendakan
pembahasannya dan selanjutnya dilakukan persetujuan bersama.

"Paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai mana ditegaskan pada
pasal 194 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah setelah di evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri
terlebih dahulu," pungkasnya.

Sebagai informasi, ada dua agenda rapat yang diikuti Pj Gubernur Riau diantaranya
penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau
anggaran 2023 dan penyampaian rekomendasi Bapemperda tentang RPJPD Riau 2024-2044 dan
pengelolaan sampah Provinsi Riau.

Untuk diketahui, rapat dibuka langsung oleh Wakil DPRD Provinsi Riau Hardianto,
turut hadir Pj Sekdaprov Riau Indra, Asisten Setdaprov Riau Il Elly Wardhani, perwakilan
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau, Anggota Dewan, Akademisi, serta tamu undangan
lainnya.
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Catatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah merupakan implementasi dari kebijakan keuangan di daerah yang memuat
rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka
melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam periode waktu
tertentu (satu tahun) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang APBD.

APBD dibuat antara lain untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat
terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan, dan pendidikan, agar dapat terjamin secara layak,
termasuk juga bagaimana Pemerintah Daerah menyiapkan pelayanan di bidang transportasi,
pemukiman, dan akses pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sebuah proses yang
diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
kemudian dilakukan persetujuan oleh DPRD, pengesahan oleh Pemerintah Pusat, penetapan
menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan
melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkannya. Di setiap tahapan
pengelolaan APBD tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan
prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih.

Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup
pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan
pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan
pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang
berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program
kerja.

Proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan
pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan
dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang
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penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala
Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan
bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi
guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada
sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk
menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi
Perkada tentang penjabaran APBD.

. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Peraturan Pemerintah ini mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan
kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari
pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal
yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.
Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai
pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat
Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), serta Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan
otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan, untuk
mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan
kontrol internal Pemerintah Daerah.
Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak
dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.
Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas.
Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan
keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi
anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan
ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan
keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan
akuntansi berbasis akrual.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa

laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja

Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari
proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui
laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses
penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya
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Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan
disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK
Perwakilan Provinsi Riau.
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